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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 22 / DPMPTSP/IOS/MT/VIII-2020

TENTANG
PEMBERIAN LJIN OPERASIONAL
KEPADA SD GMIM MINANGA

DESA MINANGA DUA KECAMATAN PUSOMAEN

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

DR

10.

11.

12.

15

14.

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga,
masyarakat dan pemerintah;

bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah
ditetapkan pada ijin operasional;

bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa  Tenggara
bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus- menerus tentang peran
dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;

bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan ¢ di atas perlu menetapkan
pemberian Ijin Operasional kepada SD GMIM MINANGA Desa Minanga Dua
Kecamatan Pusomaen dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa

Tenggara.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa
Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara,

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penggelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaima telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau
Madrasah;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi
Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
67 Tahun 2010;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan
Masyarakat;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;






DEPARTEMEN PENDIDIKAN AN KEBUDAYAAN
m:rgg WILAYAH PROPINEI SULAWESI UTARA
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KEFUTUEAN .
KEPALA KANTOR WILAYAZ pEDARTEMEN P'E;IDID 2 .
DAN mmﬁm PROPINSI SUMESI ULAB?.

NOMOR : KEP, 268/I 16.6/Tc 99
Tentang

Pemberi;n Izin kepada Yayasan/Badan Penyelengie-u r.exolah Swasta
untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Suasta dan Seikolan Lunr
Biasa Swgsta dalam lingkungan Pem5inas Kentor: "-';Jayah Departe-
men Pend:{djkan dan Kebudavaan Propinsi Su ‘ayesi uhara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTZYE PR
DAN KEBUDAYAAN PPOFINSI SULAWESL 1.AT1.
Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tauggug javab Dersama
antara keluarga, masyarakat ¢en pemerintah;

b. bahwa agar masyarakat capat 227 aksanakan tapggung
jawab dalam turut serta nenyalenggaraken, memaju-
kan dan mingembangkan proditisan sesusi_cita-cita
dan Tujuan Nasional sersrit zercautm dalam Undang
tindar;g Dasar %45, ma%z p:riu diberi kesempatan '
mendirikan Sekolah Suastaj .

¢. bahwa agar Sekolah Swast2 dapat melaksanakan pe=-
ranan dan i'ang;gung jawap dengan sebaik-baikmya,
perlu diberi pembinaen secara “aratur dan terus -~
menerus; : -

4 bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayean di Propinsi bertanggpung jawabh atas
pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wi-
layah Depari;eme_n Pendidikan dan Kebudayaan di
?ropinsi j; )

e. bahwe mengingat hal-hal tersebut pada butir a,b,c
éan d diatas, perlu menetapkan Pemberian Izin ke- -
sada Yayasan/Badan Penyelenggara Swasta untuk me-
nyelenggarakan Sekolah Dasar SBwasta dan Sekolah
Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kanter ‘ilayah

. Departsmen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Su-

lawesi Utara. ‘ D
Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repu-

blik Indonesia : _

*. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 037%/U/1982;

2. tanggal 1% Maret 1983, Nomor : 0173/0/1983;

3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/0/198Y%;

%, Tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0886/0/1986;

5. tanggal 22 Desaemha= 1°R%, Nomor : 0887/0/1986.
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b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
- den Menengah Departemen Pendidikan dan Kebuda~

yaan; .
1. tanggal 23 Februari 1963, Nomor : 018/Kep/
I1.83; ' _
2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 019/Kep/
a I1.83;
3, tanggal 23 Februari 1983, Nomor @ 020/Kep/
1.83.

Kantor Departemen Pendi-

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepalz
Kepala Kantor De-

dikan dan Kebudayaan Kecamotan,
partemen Pendidikzn dan Kebudayaan Kabupaten/Kota
madya dan Kepala Bidang Pendidilen Dasar Kantor
Wilayah Departemen Pendidiken dan Kebudayaan Pro-
pinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN .

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin kepada Yzyasan/Bzdan Penyelenggara -

Sekolzh Sussta untuk menyelenggarakan Sekelzh Da-
sar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam 1ing
kungan Kantor Wilayah Departemen Pendidiken dan
Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utarz, seperti ter-
cantun dalam lampiran kepytusan ini.

Kedua : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Dasar
Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta yang telah di-
terbitkan sebelum keputusan ini sepenjang tidak ber
tentangan, tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya
keputusan ini telzh Gisdakan penambshan seperlunya.

Ijin menyelenggarakan Sekolzah Dasar Swasta dan’Seko
1ah Luar Biasa Swasta tersebut pada diktum pertama,
berlaku sepanjang mematuhi serma ketentuan-ketentu-
an yang berlaku dan wa jib mendaftarkan mwlang setdap
Awal Tamm Ajaran pada Kantor Wilayan Departemen ..
Pendidikan den Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

Keempat: HEmlaa.SKankepadaKepaJABid.angPendidikanDasarKag
tor Wilayzh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan -
Propinsi Bulawesi Utara, Kepala Kantcr Departemen - -
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya, Kepa
1a Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ke-
camatan untuk melsksanakan pembinaan demi kelancaran
peryelenggaraan sekoluoh torsebut pada diktum pertama.

Ketiga
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Kelina : Dengan berlakunya Keputuson ind, maka Jumlah Se -

kolah Dasar Swasta dan Sckolah Luar Biasa Swesta
sepertl torsebut padd iampirah inl sepsgai betdkut
Lampiran A Kendep Dikbut Kabupaten Sangir Talavd
Lampiran B Kandep Dilkbud Kabupaten Minshasa .
- Lampiran C Kandep Dikbud Kab. Bolaang Mongondouw
" Lampiran D Kandep Dikbud Kabupaten Gorontalo
Lampiran E Kandep Dikbud Kotamadya lManado
Lampiran F Kandep Dikbud Kotamadya Gorontalo
‘Keenam :Hal-hal yang beltm diatur dalam Keputusan ini, akan
diatur dalem Ketentuan tersendiri.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-
kan dan berlaku surut sejak tahun pendirian Sekolah
Fika dikemudian hari terdapat kekeliruen dalam Surat.
‘Keputusan ini, akan dizdakan perhaikan_sebaga:'mna
mestinya. =

Ketujuh

"

Ditetapkan di ;ianado !
3 pada tanggel : !9 Septembexr 1990

_ ,—:lr\g'gg”%n Kantor Wlzyah Derartemen
. " ’4!;,5:3 endidikah, dan .epudayaszn
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TEMBUSAN: YTH.

1. Sckertaris Jenderal Depdikbud di Jakerio.
.2. Inspektur Jenderal Depdiltbud di Jakai®
P. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakart
. Direktur Pendidikan Dasc: Ditjen DikeSEen
_. 4i Jakarta : o
9. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakard
G. Gubernur KDH Tingkat I Prop. Sulut. ~ Manado
7+ Gemua Kakandep Dikbud Kabupaten/Kod® S€ Prop,Sulut
8. Semun Kakendep Dikbud Kecamatan se TOPe Sulut
9« Kepulss Dinns F & K Tingkat I Prop. »ilawvosd Utara = -
10. Bomua Yayeosan/Badan Penycelonggoaa ¢ Suqst.n dan SLB Swasén N

se Propinal Suls :
1. & = 8 E T ulirwasd Utara, .

Rifsnithl dnegan GamSranne
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5 CP Kali 102170221025
) GP Tenmwang 102170221026
S GP Ranulietnng 102170221028
SD CION Lowntag
s7 Advent ilinoronginn
XADER DIXKDIM KEC. DELAKG. .
S GHIN Vatuliney 102170222012
2 GHIN Mimangn 102170222013
© CHIM Tatengesan 102170222014
S GHIM DBentenman 102170222015
S CHIN Wiau 102170222016 |/
S ¢!MOM Ratatotel 102170222017
S Cokro, Metatiicl 102170222018
S Mch,Rntatotolr 1T 102170222019
KATT? DIKED HEC. TIRRAAN- .
S cHRi I Twpnan 102170223012
s ¢ 1T Tuwpaan 102170223013
€y G!IM Lelema 102170223014
S) GMIM Tangxkunel 102170223015
D G Munte 102170223016
) GMIN thwen 102170223017
SD Advent Tuzpaan 102170223018

[ —— P

[ — —— 1 —— f—— 0 —— 50

[ p————

Kanli
Tonmwang
Rancketang
Lowateg
Dinoronginn

TR -

Watulinoy
flinanga
Tatenpesan

Bentenan
Winu v’

Ratatotolk
Ratatotok 1T

Ratatotok IT

Tunpaan IT
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Ynyamn Pendidikan Pantckosta
edo N
. sda .
Yayasnn Pendidilan Persekolahan GHMINM
Yayamn Pendidilcan Advent
@ G -
Yoyasn Pendidikan Perasekolnhan GHMIN 1854
sdn 1830
oda 1503
cda 1830
sda 1977 V
" sda 1977
Yayasn Cokroaminato 1970
Yoyamn Pendidilamn Mohaundiyoh 19es
Yayamn Pendidiknn Persekolahan GMD 1920
oA 1663
cda EZO.
sda 1520
= 1920
' aca _ 1567
Yayasan-Pendidikan Advent M.K.H.X
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